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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian 

Setiap pemerintahan di berbagai negara di dunia, pembangunan 

merupakan dasar yang paling utama dalam menjalankan pemerintahan, karena 

pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses untuk menciptakan 

kesejahteraan bagi masyarakat dalam suatu pemerintahan. Kesejahteraan 

masyarakat akan tercipta ketika masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya serta memiliki berbagai pilihan hidup yang bisa ditentukan oleh 

mereka sendiri. Kesejahteraan merupakan tujuan pembangunan setiap 

pemerintahan dan juga merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang 

dicanangkan pemerintah Indonesia yang tercantum dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk kurun waktu 2015-2019. 

Pembangunan bertujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi suatu 

negara, namun disamping itu pembangunan tidak akan bisa memperbaiki kondisi 

ekonomi suatu negara ketika hanya berfokus pada fasilitas-fasilitas penunjang 

kegiatan ekonomi, tanpa memperhatikan kualitas manusianya itu sendiri. Hal itu 

dikarenakan, pembangunan manusia merupakan yang paling utama dalam 

pembangunan itu sendiri, karena pada dasarnya hakikat pembangunan adalah 

pembangunan manusia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat secara 

keseluruhan. Oleh sebab itu, manusia merupakan sentral dari suatu proses 

pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan modal 

pembangunan yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan itu sendiri. 

Salah satu langkah yang harus diperhatikan pemerintah untuk mewujudkan suatu 

pembangunan nasional adalah dengan meningkatkan kualitas pembangunan 

manusia. Kualitas pembangunan manusia suatu negara atau daerah dapat diukur 

melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang ditetapkan oleh Perserikatan 

Bangsa-bangsa (PBB) (Dwiyantari,2015).
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IPM adalah indeks komposit untuk mengukur perolehan kualitas 

pembangunan manusia untuk hidup secara lebih berkualitas, baik dilihat dari 

aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi (Christy dan Priyo Hari Adi, 

2009). IPM mengukur perolehan pembangunan manusia berbasis sejumlah 

komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun 

melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang 

dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak (www.bps.go.id). 

Suatu negara telah mencapai IPM tinggi apabila telah memiliki 

perolehan IPM diatas angka 70, dan suatu negara dikategorikan sedang apabila 

memiliki perolehan IPM antara 60 sampai dengan 70, serta akan dikategorikan 

rendah apabila memiliki perolehan IPM dibawah 60. 

Pada tahun 2017 Indonesia memperoleh perolehan IPM sebesar 70,81 

dan masuk kategori perolehan IPM yang tinggi, akan tetapi perolehan tersebut 

merupakan perolehan IPM secara kumulatif atau secara keseluruhan wilayah di 

Indonesia. Sedangkan apabila perolehan IPM itu dilihat dari segi wilayah-wilayah 

dari keseluruhan wilayah di Indonesia, maka hanya terdapat tiga wilayah di 

Indonesia yang telah memiliki perolehan IPM yang termasuk kategori tinggi, 

sedangkan wilayah lainnya memiliki perolehan IPM yang masih tergolong 

kategori sedang. Pemerintah Indonesia menargetkan perolehan IPM untuk tahun 

2019 yang dicantumkan pada RPJMN 2015-2019 adalah sebesar 69,59. Namun 

pada faktanya beberapa wilayah di Indonesia masih memperoleh perolehan IPM 

dibawah standar yang ditetapkan pemerintah. Dibawah ini merupakan gambaran 

perolehanIPM berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia untuk tahun 2017: 

http://www.bps.go.id/
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Sumber: bps.go.id (data diolah) 

Gambar 1.1 

Data Perolehan IPM Indonesia Tahun 2017 

 

Dari Gambar 1.1  terlihat bahwa IPM yang diperoleh Indonesia secara 

keseluruhan termasuk kategori tinggi. Namun, perolehan IPM Indonesia masih 

dibebankan kepada perolehan IPM wilayah Indonesia bagian barat saja, hal ini 

terlihat dari data yang ditampilkan pada Gambar 1.1 yang menjelaskan bahwa 

58,05 

62,21 

63,13 

63,6 

65,81 

65,88 

66,29 

66,63 

67,47 

67,6 

67,65 

68,24 

69,05 

69,13 

69,2 

69,31 

69,33 

69,55 

69,62 

69,74 

69,76 

69,98 

70 

70 

70,05 

70,73 

70,96 

71,05 

71,2 

73,65 

73,99 

74,59 

78,38 

79,6 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

PAPUA 

PAPUA BARAT 

NUSA TENGGARA TIMUR 

SULAWESI BARAT 

NUSA TENGGARA BARAT 

KALIMANTAN BARAT 

GORONTALO 

MALUKU UTARA 

SULAWESI TENGAH 

MALUKU 

LAMPUNG 

SUMATERA SELATAN 

KALIMANTAN SELATAN 

KALIMANTAN TENGAH 

KALIMANTAN UTARA 

SULAWESI TENGGARA 

BENGKULU 

KEP. BANGKA BELITUNG 

JAMBI 

JAWA TIMUR 

SULAWESI SELATAN 

JAWA TENGAH 

ACEH 

SUMATERA UTARA 

JAWA BARAT 

SUMATERA BARAT 

BANTEN 

SULAWESI UTARA 

RIAU 

BALI 

KEP. RIAU 

KALIMANTAN TIMUR 

DI YOGYAKARTA 

DKI JAKARTA 

Perolehan IPM 2017 

IPM



4 
 

 
Ali Sopian, 2018 
PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

capaian IPM Indonesia masih ditopang oleh perolehan IPM provinsi-provinsi 

yang termasuk kedalam wilayah bagian barat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan 

kondisi pembangunan di Indonesia masih belum maksimal dan merata sehingga 

perolehan IPM wilayah-wilayah di Indonesia mengalami disparitas.  

Dengan pembangunan yang mengalami kesenjangan akan menimbulkan 

daerah tertinggal, sehingga diperlukan upaya yang terencana dan sistematis untuk 

melakukan pembangunan agar kesenjangan yang terjadi akan berkurang bahkan 

terentaskan. Pada tahun 2014 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 

78 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang merupakan upaya 

terencana untuk mengubah suatu daerah yang dihuni oleh komunitas dengan 

berbagai permasalahan ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju 

dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal 

dibangingkan dengan daerah lainnya. 

Sejak 2005 setidaknya Indonesia memiliki 199 daerah tertinggal dan 

tahun 2009 sekitar 50 daerah telah terentaskan, namun pada tahun 2010 ada 34 

Daerah Otonomi Baru yang dikategorikan tertinggal sehingga pada kurun waktu 

2010-2014 setidaknya ada 183 daerah tertinggal dan pada tahun 2014 sekitar 70 

kabupaten berhasil dientaskan dari ketertinggalan. 

Pada tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 

No.131 Tahun 2015 tentang Daerah Tertinggal, sebagai sarana untuk melanjutkan 

proses pengentasan kabupaten tertinggal di Indonesia. Perpres tersebut juga 

diterbitkan untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2014 

tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dalam Perpres No 131 

tersebut setidaknya terdapat 122 kabupaten di Indonesia yang termasuk daerah 

tertinggal. Selain itu, Perpres No. 131 diterbitkan sebagai salah satu sarana untuk 

menindaklanjuti program Nawacita pemerintahan, setidaknya ada lima poin yang 

bisa diwujudkan melalui Perpres No. 131 dari sembilan poin visi yang digaungkan 

yaitu: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 

dan desa dalam kerangka negara kesatuan; meningkatkan kualitas hidup manusia 

di Indonesia; meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar 

Internasional; serta melakukan revolusi karakter bangsa. Tujuan dari pembuatan 
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Perpres tersebut ialah upaya pemerintah untuk memfokuskan pembangunan yang 

terencana dan sistematis pada daerah tertinggal tersebut agar bisa mengejar 

ketertinggalan pembangunan dari daerah-daerah lain di Indonesia sesuai dengan 

Visi Nawacita yang digaungkan. 

Dibawah ini sebaran Kabupaten di Indonesia yang termasuk daerah 

tertinggal: 

 

Gambar 1.2 

Data Sebaran Kabupaten Tertinggal di Indonesia 

Berdasarkan gambar 1.2 terlihat bahwa kawasan Indonesia bagian timur 

mendominasi untuk jumlah Kabupaten yang termasuk kategori tertinggal 

setidaknya ada 103 kabupaten dari 122 kabupaten tertinggal yang termasuk 

kawasan Indonesia bagian timur. Sementara itu, dari 122 kabupaten yang 

termasuk tertinggal tersebut ada 9 kabupaten yang termasuk Daerah Otonomi 

Baru. Kabupaten yang termasuk tertinggal tersebut memiliki perolehan IPM yang 

masih tergolong rendah dan sedang berdasarkan perolehan IPM yang 

dipublikasikan pemerintah melalui Badan Pusat Statistik sehingga pemerintah 

diupayakan agar memperhatikan pembangunan yang akan difokuskan pada daerah 

tertinggal tersebut dan tidak hanya terfokus pada pembangunan ekonomi semata 

melainkan mengutamakan pembangunan manusia itu sendiri.  

Sehingga dalam hal ini, pemerintah diupayakan mampu mengatur 

kebijakan pengalokasian belanja modal yang memiliki peranan penting dalam 
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mewujudkan tujuan tersebut, serta pemerintah didorong untuk mampu membuat 

skala prioritas pengalokasian belanja untuk program pembangunan manusia yang 

terfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti fasilitas-fasilitas 

kesehatan dan pendidikan, tanpa meninggalkan program peningkatan pelayanan 

publik seperti belanja pegawai dan lain lain. Pada saat pembangunan manusia 

telah berjalan dengan baik, hal itu akan tercermin pada kemampuan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang telah terpenuhi dengan baik, maka 

pembangunan tersebut bisa dikatakan berhasil dan hal itu dibuktikan dengan 

perolehan IPM daerah tersebut yang mengalami peningkatan kearah yang lebih 

baik sesuai standar BPS. 

Sehingga pada tahun 2019 yang merupakan akhir periode RPJMN 

2015-2019 ditargetkan dapat terentaskan sebanyak 80 kabupaten tertinggal, 

dengan sasaran Outcome sebagai berikut: (1) meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24%; (2) menurunnya 

presentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00%; dan 

(3) meningkatkan IPM di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59%. 

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) mempunyai peran yang penting dalam menggambarkan kinerja 

pemerintah dalam menyediakan fasilitas-fasilitas yang menunjang untuk 

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan apabila IPM meningkat secara 

konsisten maka komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat telah berjalan dengan baik. 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Dalam pemerintahan suatu negara sejatinya memiliki masyarakat yang 

terjamin kesejahteraannya dalam 3 aspek utama yaitu berumur panjang dan sehat, 

serta berpengetahuan dan memiliki keterampilan untuk menghasilkan sesuatu 

yang produktif adalah tujuan utama dari pemerintahan tersebut. Hal tersebut juga 

merupakan tujuan utama dari pembangunan yaitu untuk menciptakan masyarakat 

yang sejahtera dan berkualitas (BPS, 2017:43). Dalam mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat yang menjadi tujuan utama pemerintahan, pemerintah dalam hal ini 
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harus serius dalam mewujudkannya baik dengan kebijakan yang diambil serta 

tindakan nyata.  

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan manusia 

merupakan yang harus diutamakan dalam kegiatan pembangunan. Menurut 

Todaro (2015) terdapat 3 faktor (nilai inti) yang mempengaruhi pembangunan 

manusia, yaitu sustenance (kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar), Self-

esteem ( Penghargaan diri), Freedom from Servitude (Mampu memilih sesuai 

kehendak). Sustenance adalah kemampuan masyarakat dalam memenuhi 

kebutuhan dasar hidup, dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penyedia 

sarana dan prasarana yang menunjang pemenuhan kebutuhan dasar tersebut. 

Kebutuhan mendasar manusia meliputi kesehatan, pangan, tempat tinggal, dan 

keamanan. Ketika semua kebutuhan mendasar tersebut tidak terpenuhi, dalam 

artian pemenuhannya sangat terbatas untuk beberapa aspek saja, maka secara 

absolut pembangunan manusia tidak akan berkembang. Fungsi dasar dari 

pemenuhan kebutuhan tersebut adalah untuk menolong masyarakat dalam 

menyediakan kebutuhan agar tidak kekurangan makanan, tempat tinggal yang 

tidak layak huni, tingkat kesehatan yang rendah, dan merasa tidak aman. 

Menurut Utama (2015) kebijakan pemerintah akan sangat berkaitan erat 

dengan program yang diarahkan pada penyediaan kebutuhan dasar hidup 

masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan peningkatan sarana dan prasarana 

lainnya. Selain itu, Batafor (2011:21) mengungkapkan bahwa keberhasilan 

pemerintah dalam mengelola keuangannya bisa memberikan dampak positif 

terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu Pratowo (2011) menyatakan 

bahwa belanja modal akan sangat mempengaruhi IPM, ketika belanja modal 

difokuskan dalam upaya pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat, yang 

direfleksikan dalam bentuk program sasaran pembangunan manusia di bidang 

kesehatan, pendidikan, dan penciptaan lapangan kerja serta memperluas pasar 

produk-produk regional agar meningkatkan pendapatan masyarakat untuk 

mencapai kehidupan yang layak. 

Berdasarkan beberapa studi yang dilakukan dan pendapat ahli, dapat 

disimpulkan bahwa faktor yang sangat mempengaruhi pembangunan manusia 
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adalah Sustenance yaitu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan 

dasar mereka, ketika masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar yang 

bersifat primer tersebut, serta mampu menentukan pilihan akan kehidupannya 

sendiri dengan berbagai pilihan yang tersedia, maka peningkatan kualitas 

pembangunan manusia akan terlihat. Dalam hal ini, belanja modal memiliki 

kedudukan seabagai sarana yang digunakan pemerintah dalam menentukan 

keberhasilan peningkatan IPM melalui faktor Sustenance tersebut dikarenakan 

belanja modal merupakan belanja pemerintah yang bersentuhan langsung dengan 

hajat hidup masyarakat.  

Ketika pengalokasian belanja modal sesuai dengan pos-pos strategis 

bagi peningkatan kualitas setiap sumber daya manusia  maka secara berangsur-

angsur produktifitas naik serta kualitas dari produknya juga akan naik. Sehingga 

naiknya produktifitas ini akan berdampak positif pada kinerja ekonomi regional. 

Belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan akan menunjang pada 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Tingkat pendidikan memiliki 

pengaruh terhadap kapabilitas individu serta pemahaman teknologi sebagai syarat 

dari peningkatan produktivitas ekonomi. Tingkat kesehatan akan menunjang 

untuk peningkatan produksi output yang baik. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil belanja modal 

sebagai salah satu variabel karena peneliti berpendapat bahwa belanja modal 

merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan 

hajat hidup masyarakat, serta merupakan salah satu sarana pemerintah untuk 

melakukan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan, dan pada akhirnya 

kesenjangan pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia bisa 

dikurangi bahkan bisa sampai dihilangkan.  

Disamping itu, berbagai penelitian mengenai pengaruh belanja modal 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia telah dilakukan diberbagai negara, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Owino (2017) yang menyatakan pengeluaran 

pemerintah pada sektor pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti 

pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 
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Sementara itu Daniela-Mihaela dan Oana-Georgiana (2015) menyatakan bahwa 

pengalokasian anggaran belanja pemerintah ditentukan berdasarkan informasi, 

analisis, dan pedoman dari IPM. Selain itu, Arimah (2004) menyatakan bahwa di 

negara-negara afrika pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan berpengaruh 

terhadap pembangunan manusia. 

Penelitian mengenai pengaruh belanja modal terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia juga telah banyak dilakukan di Indonesia, seperti 

penelitian yang dilakukan Mirza (2012) yang menyatakan bahwa kemiskinan 

berpengaruh negatif terhadap IPM, dan pertumbuhan ekonomi serta belanja modal 

berpengaruh positif terhadap IPM. Sementara itu, Utama (2015) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa PDRB dan Belanja Modal berpengaruh terhadap 

IPM sedangkan kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap IPM. Kemudian, 

dalam penelitiannya Adelfina dan Jember (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi, kemiskinan, dan belanja daerah berpengaruh secara parsial terhadap 

IPM di Provinsi Bali. Selain itu, Ariza (-) menyatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif terhadap IPM. 

 Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan Umiyati, Amril dan 

Zulfanetti (-) menyatakan bahwa belanja modal dan jumlah penduduk miskin 

berpengaruh terhadap IPM di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Dalam 

penelitian yang dilakukan Setiawan, dan Budiana (2015) di Provinsi Bali 

menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

ekonomi dan IPM, serta belanja modal berpengaruh secara tidak langsung 

terhadap IPM melalui mediasi pertumbuhan ekonomi. Masih dalam lingkungan 

pemerintah Bali, Adiputra dkk melakukan penelitian dan hasilnya menyatakan 

bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana 

bagi hasil berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas pembangunan 

manusia melalui alokasi belanja modal.  

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, Muda dkk (2014) 

melakukan penelitian yang menyatakan bahwa Indeks Kemahalan Konstruksi, 

pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap 

IPM. Selain itu, Lavenia dkk (2016) melakukan penelitian di Provinsi Sulawesi 
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Utara yang menyatakan belanja modal memiliki pengaruh positif terhadap 

kemiskinan dan IPM. Kemudian, di Provinsi Jambi Zasriati (-) melakukan 

penelitian yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh secara signifikan 

terhadap IPM di Provinsi Jambi. Selanjutnya Sunarni (2017) melakukan penelitian 

di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dalam penelitian tersebut Ia menyatakan 

bahwa realisasi belanja daerah menurut fungsi pendidikan, kesehatan, dan 

ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Selain itu, Ishak 

(2016) melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang 

menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap IPM.  

Sementara itu, Widiagama (2015) juga melakukan penelitian di 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang menyatakan bahwa IPM dan jumlah 

penduduk memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Kemudian, Pratowo 

(2009) melakukan penelitian yang menyatakan bahwa belanja daerah secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap IPM. selanjutnya, Astri dkk (2013) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah daerah pada sektor 

pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap IPM. Sementara itu, Prakoso 

(2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa alokasi belanja modal secara 

signifikan memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa derajat 

desentralisasi dan kemandirian keuangan terhadap IPM. 

Dari beberapa penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa belanja 

modal memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Pada penelitian 

ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada variabel yang 

diteliti yaitu belanja modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada jumlah variabel yang diteliti, karena pada penelitian ini 

hanya menggunakan satu variabel independen saja, perbedaan yang lain terletak 

pada objek penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan objek 121 Kabupaten 

tertinggal menurut Perpres No.131 Tahun 2015 dengan periode pengamatan dari 

tahun 2015 sampai dengan 2017 yang didukung oleh penelitian terdahulu yang 

dilakukan Sunarni (2017), namun pada penelitiannya tersebut objek penelitiannya 
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mencakup seluruh kabupaten/kota di Indonesia, sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang sama dengan mengganti objek penelitian sesuai 

dengan fokus pembangunan pemerintah yaitu kabupaten tertinggal. Dalam 

penelitian ini, variabel yang akan diteliti yaitu belanja modal terhadap indeks 

pembangunan manusia. 

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dan perbedaan hasil penelitian 

tedahulu, maka penulis tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi 

pada Daerah Tertinggal Menurut Perpres No. 131 Tahun 2015)”. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Untuk menilai sejalan atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan 

dengan tujuan bangsa maka perlu diteliti salah satunya pengaruh Belanja Modal 

terhadap IPM, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Gambaran Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia pada 

Daerah Tertinggal Menurut Perpres No. 131 Tahun 2015 

2. Bagaimana Gambaran Alokasi Belanja Modal Pada Daerah yang Termasuk 

Daerah Tertinggal 

3. Bagaimana  Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia pada Daerah Tertinggal berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 

D. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1. Maksud Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk meremajakan penelitian terdahulu 

dengan topik dan bahasan yang sama, dan diperbaharui dari segi populasi dan 

sampel yang diambil untuk mengetahui apakah teori yang dijadikan rujukan masih 

relevan untuk penelitian. 

2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran Indeks Pembangunan Manusia 
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b. Untuk mengetahui bagaimana gambaran pengalokasian belanja 

pemerintah yang baik untuk mewujudkan tujuan bangsa 

c. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh Belanja Modal Terhadap 

Indeks Pembangunan Manusia pada Daerah Tertinggal berdasarkan 

Perpres No. 131 Tahun 2015 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan maksud dan tujuan penelitian, peneliti setidaknya 

diharapkan mampu memberikan 2 manfaat, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, 

terutama pihak-pihak yang terlibat langsung dalam penelitian dengan tema 

dan pokok bahasan yang sama. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat 

mendukung penelitian selanjutnya serta memberikan sumbangan pemikiran 

yang mendalam untuk kajian lebih lanjut berkaitan dengan kesejahteraan 

sosial, terlebih Indeks Pembangunan Manusia yang menjadi salah satu 

indikator Kesejahteraan Sosial, dan Belanja Modal Sebagai instrumen tak 

terpisahkan untuk mencapai kesejahteraan sosial di suatu daerah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemerintah 

Dalam penelitian ini setidaknya bisa memberikan informasi tentang 

bagaimana pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan 

manusia, agar pemerintah bisa bijak dalam mewujudkan tujuan bangsa 

yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial sebagai amanat dari UUD 1945. 

b. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan yang lebih tentang 

akuntansi sektor publik terutama penganggaran dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan tambahan referensi 

dalam melakukan penelitian yang sejenis 

c. Bagi Pembaca 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi penulis 

maupun masyarakat luas agar melek mengenai akuntansi sektor publik, 
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setidaknya dalam pengalokasian Belanja Pemerintah dan Kesejahteraan 

Sosial. 


